BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN POLIANDRI DI
DESA SITILUHUR KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

Perkawinan antara satu orang dengan beberapa lanaag jenisnya atau
juga sering disebut dengan istilah poligami memdikgnal dalam dunia Islam.
Secara etimologis, istilah “poligami” merupakan wash dari dua kata dalam
bahasa Yunani yakrfpoly” atau“polus” yang berarti “banyak”; dafgamis”
atau“gamos” yang berarti perkawinan. Penggabungan dua katakietlah yang
kemudian dikenal dengan istilah poligami yang seedar kata dan bahasa dapat
diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak latsib dari seoran§.Akan
tetapi tidak seluruh jenis perkawinan tersebut tafigerima menurut ajaran
Islam. Perkawinan dengan beberapa lawan jenis gapgt diterima oleh Islam
adalah perkawinan antara satu laki-laki dengan ragbeperempuahMeskipun
membolehkan, Islam pun masih memberikan batas yamtssyarat yang tidak

mudah dalam mempraktekkan perkawinan satu orangdalkikdengan beberapa

! Ensiklopedi Indonesjalakarta: lkhtiar Baru Van Hoeve, 1984, him. 288bagaimana
dikutip dalam Supardi MursaliriMlenolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Petkaw
dan Hukum IslamYogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, him. 15; lijogl dalam Anik Farida,
Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, darektek Jakarta: Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama, 2008, him. 15.

2 Dalam beberapa referensi, istilah yang digunakeankumenyebut perkawinan antara satu
laki-laki dengan beberapa perempuan adalah paligaperti dalam Musfir al-Jahrarpligami
dari Berbagai PersepsiJakarta: Gema Insani Press, 1996, him. 33-34toHarAhmad Jaiz,
Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhdakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002, him. 118;
dan Antonius Atosokhi Gea dkRelasi dengan Sesamiakarta: Gramedia, 2005, him. 39; hamun
dalam referensi lain disebut juga dengan istilatigpmi seperti dapat dilihat dalam W.J.S.
Poerwodiningrat,Kamus Besar Bahasa Indonesidakarta: Balai Pustaka, 1988, him. 693.
Musdah Mulia,Pandangan Islam tentang Poliggndiakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender,
1999, him. 2. Zaimudin dan Rusydi Sulaimagharakteristik Hukum Islam dan Perkawinan
diterlemahkan oleh Rahman | Doi dari judul asli 88%h The Islamic Law”, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1996, him. 259.
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perempuani. Sedangkan perkawinan sebaliknya, yakni satu paremplengan
beberapa laki-laki sekaligus tidak diperbolehkarama Islam. Bahkan Islam
sendiri hadir sebagai agama yang menentang adasiygngri. Sebab sebelum
Islam datang, masyarakat Arab merupakan salah reagyarakat yang gemar
melaksanakan poligami, baik secara poligini maupolandri?

Terkait dengan obyek penelitian yang terpusat gadatek poliandri di
Desa Situluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Padi, betberapa hal yang
dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukatisanyakni penyebab
terjadinya poliandri, sebab rusaknya perkawinfasakh nikah serta rukun dan
syarat perkawinan. Dalam analisa ini, kedua haetaut akan menjadi satu
kesatuan karena terkandung hubungan sebab akibdtaBalisa tentang kedua
hal itu juga akan dapat diketahui status perkawiteadahulu dan perkawinan
yang baru.

Pada Bab Il telah dijelaskan bahwa sebab utamiggkaoliandri yang
dilakukan di Desa Situluhur adalah ketidakmampuamakp laki-laki untuk
memenuhi kebutuhan batin dari pihak istri. Olehagihistri, kemudian dia
meminta untuk dicerai dan akan menikah lagi. Nanoleh pihak laki-laki
permintaan istrinya tersebut ditanggapi dengan noéwhkan istrinya untuk
menikah lagi asalkan tidak bercerai dengannya yamgudian ditanggapi oleh

istrinya dengan menikah lagi dan tinggal serumatgde dua suaminya.

% Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-lailacth praktek perkawinan dengan
beberapa perempuan meliputi kemampuan, keadilan bdgasan jumlah istri dengan batas
maksimal empat orang.

* Penjelasan mengenai praktek poliandri yang dilakukleh masyarakat Arab sebelum
Islam datang dapat dilihat dalam Musfir al-Jahrapi,cit, him. 33.
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Dalam Islam perkawinan mempunyai tujuan yang jdis ada etika yang
harus dijaga dan dipatuhi oleh suami istri. Misalmntuk mencapai ketenangan
dan kebahagiadnDalam Undang-Undang (UU) Perkawinan No. 1 Tah@m4l
pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk kebahagj@mg kekal dan ab&di
Begitu juga dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan peahan yaitusakinah,
mawaddah warahmahlslam membuat konsep untuk kebaikan manusia supaya
kehidupannya terhormat sesuai dengan tujuan pemaciptanusia itu sendiri,
karena rumah tangga yang bahagia dan sejahterangamenjadi dambaan setiap
orang.

Perkawinan dapat dilakukan oleh seseorang dengameméhi rukun dan
syarat perkawinan. Syarat perkawinan merupakanasesiang harus dipenuhi
oleh masing-masing rukun. Sedangkan rukun nikakiseerdiri dari mempelai
laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang sa#lan ijab gabul. Kasus
perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Ngatinah der@apak Jamin pada dasarnya
terkandung beberapa masalah yang berhubungan desygaat yang harus
dipenuhi oleh kedua mempelai. Untuk lebih mempasielmaka sebelum
melakukan analisa permasalahan yang ada dalamwiegiakedua Ibu Ngatinah
ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu syaratrdasing-masing rukun.

Rukun nikah dan syarat yang harus terpenuhi demaksanannya

perkawinan yaitu®

2 7akiyah DrajatPembinaan Remajdakarta: Bulan Bintang, 1982, him.121

% Undang-Undang Perkawinan 1978urabaya: Pustaka Tirta Mas, 1993, him. 7

* Abdurrahman, SH,MHKompilasi Hukum IslamJakarta: Akademika Presindo, 1992,
him. 1985

8 Mengenai rukun dan syarat-syarat dalam perkawitzgoat dilihat dalam Zainudin Bin
Abdul Aziz Al — Malibari, Fathul Mu’in, Jilad Il Kudus: Menara Kudus, 1979, him. 13-34;
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a. Mempelai laki-laki

b. Mempelai perempuan
c. Wali

d. Dua orang saksi

e. ljab dan Qobul

f. Mahar

Menurut penulis syarat dan rukun utama yang harpendhi terlebih
dahulu sebelum rukun-rukun yang lainnya adalahesydan rukun yang berkaitan
dengan kedua mempelai. Sebab apabila kedua mempelam atau tidak
memenuhi syarat tersebut, maka perkawinan tida&tddifangsungkan.

Terkait dengan praktek poliandri di Desa Sitilulmagnurut penulis sangat
tidak sah karena salah satu mempelai tidak memesyhiat untuk dapat
dinikahkan. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mardébu Ngatinah masih
memiliki ikatan perkawinan dengan Bapak Sojo. Halténtu tidak berkesesuian
dengan syarat mempelai perempuan yakni tidak diiatan perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Ngatinah deri8@pak Jamin adalah
perkawinan yang “terpaksa” dilakukan dengan keadHan Ngatinah yang
berstatus sebagai istri Bapak Sojo. Keterpaksaaakibat Bapak Sojo tidak mau
menceraikan atau bercerai dengan lbu Ngatinah meskbeliau sudah tidak
memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan bisldigu Ngatinah.

Keadaan yang dialami oleh Bapak Sojo dapat disebbagai hal yang

merusak perkawinan karena dengan keadaan yangndlighs istrinya tidak lagi

Abdurrahman Al-Kahlani Al-San'angubulu Al-Salam Terj. Abu Bakar Muhammad, “Subulus
Salam III", Surabaya: Al-lkhlas, Cet. ke-1, 1993mh 430-435; Moh. Idris Ramulydiukum
Perkawinan IslamJakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1996, him. 73-76.
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menerima nafkah batin. Padahal istrinya masih nikmkemampuan dan
kemauan biologis untuk melakukan hal itu. Dalamdieea seperti ini, perceraian
sebenarnya memiliki nilai wajib. Sebab apabila kidhlakukan dikhawatirkan
akan menjadi penyebab timbulnya perbuatan-perbyatag dilarang oleh agama
seperti perzinahahMenurut penulis, dalam keadaan seperti yang diatden
pasangan apak Sojo dan Ibu Ngatinah, maka hubymgrkawinan antara Bapak
Sojo dan Ibu Ngatinah secara tidak langsung tetgdlatdmemenuhi syarat untuk
diakhiri atau dibubarkan karena tidak memenuhi sisgem tujuan perkawinan.
Meski telah memenuhi kriteria sebagai penyebabknysa perkawinan
tidak lantas menjadikan perkawinan berakhir secat@matis. Berakhirnya
perkawinan memerlukan legalitas pengakhiran hubungarkawinan tersebut
melalui ikrar talak atau putusan pengadilaak@an). Sebab dalam hukum Islam,
perceraian dapat dilakukan baik atas kehendak sugtni maupun pihak
pengadilan lfakan). Berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau olsébab
kehendak isteri dapat terjadi melalui apa yanghdisk&hiyar aily dapat terjadi

melalui apa yang diseblthulu' dan dapat terjadi melalui apa yang disedadi'

® Hukum talak atau perceraian dapat diklasifikasikaenjadi empat yakni: 1) Wajib
apabila terjadi perselisihan antara suami istri dhalaq digunakan sebagai tujuan untuk
menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami j#ta masing-masing pihak melihat bahwa
thalaq adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri peiBahis Selain terjadsyiqoqkasusila
dimana suami bersumpah tidak akan mencampuri ystriopga dapat mewajibkan terjadinya
perceraian. 2) Sunat jika istri rusak moralnya,bbat zina atau melanggar larangan-larangan
agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agaperts meninggalkan shalat, puasa, istri
tidak ‘afifah (menjaga diri, berlaku terhormat). Hal ini dikarkaa istri yang demikian itu akan
menurunkan martabat agama, mengganggu tempatstigumi dan tidak terjamin keamanan anak
yang dilahirkan. 3) Haram jika tidak ada keperluamuk itu, karena talak yang demikian
menimbulkan madharat, baik bagi suami maupun is&ifa melenyapkan kemaslahatan kedua
suami istri itu tanpa alasan. 4) Makruh yang dideesapada Hadits yang menetapkan bahwa talak
merupakan jalan yang halal yang paling dibenci AIBWT yakni dibenci jika tidak ada sebab
yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharanykaoga karena talak dapat menghilangkan
kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.t ldaéam Abd. Rahman Ghazalfigh
Munkahat Jakarta: Kencana, 2006,him.214-217
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(pengaduan). Berakhirnya perkawinan di luar kehkrsiemmi dapat terjadi atas
inisiatif atau oleh sebab kehendakkam, dapat terjadi oleh sebab kehendak
hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinyansagau istert’ Sejalan
dengan keterangan di atas, Fuad Said mengemukaltamabperceraian dapat
terjadi dengan cargalak, khulu’, fasakh, li'an dan ila**

Oleh karena belum atau tidak adanya legalitas pidwrak pengadilan
maupunhakam maka perkawinan yang berlangsung antara Bapak &oj Ibu
Ngatinah dapat disebut sebagai perkawinan yand raaenun belum berakhir.
Status perkawinan ini tentu akan dapat merugikdahssatu pihak karena tidak
dapat menerima hak yang seharusnya diterima dakatan perkawinan,
khususnya hak biologis.

Idealnya Bapak Sojo mau menerima ajakan ceraildarNgatinah karena
keadaan yang dialaminya. Sebab keadaan yang diatdehi Bapak Sojo
merupakan salah satu hal yang dapat menjadi alaesagajuan atau terjadinya
perceraian. Adapun hal-hal yang dapat diajukangstzasan perceraian, terurai
dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undangoNd Tahun 1974 tentang
perkawinan jo PP No 9 Tahun 1975, pelaksana Undadgng No. 1 Tahun 1974
pasal 19, KHI pasal 116 yaitu:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pempdajudi dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan. Jika suami igtati itu ternyata
mempunyai kebiasaan yang sangat bertentangan deggama, maka hal itu

boleh dijadikan alasan untuk melepaskan ikatangverian.

19Zahry Hamid,Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Ugd@erkawinan
di Indonesia Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, him. 73.
YFyad SaidPerceraian Menurut Hukum Islaniakarta: Pustaka al-Husna, 1994, him. 2.
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. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selamd@ua)(tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah lkdeena hal lain di luar
kemampuannya. Maksudnya jika suami atau isteripéugi tanpa izin dan
tanpa memberikan alasan serta tidak memberi kabama kepergiannya itu,
maka perceraian boleh diajukan.

. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (ltef@)n atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsundisiMtinya jika suami atau
isteri itu dipenjara lima tahun atau mendapat hukilyang sangat berat maka
pihak yang ditinggalkana jika merasa terbebani tildak kuat selama masa
menjalani hukuman tersebut, maka boleh mengajukesepmian.

. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengeamayerat yang
membahayakan pihak lain. Maksudnya antara suami &teri sering
melakukan kekerasan secara fisik sehingga mengg&etgntraman dan
kedamaian dalam rumah tangga.

. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau perdeian akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami stieni. iMaksudnya antara
suami atau istri mempunyai kelainan dalam melakukamungan suami istri
atau memiliki penyakit yang parah dan sulit disehidan sehingga kewajiban
dalam rumah tangga tidak berjalan.

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi fisiisen dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggésht dari percekcokan
ini adalah antara suami dan isteri sering bertendéklam kesehariannya yang

dapat mengganggu ketentraman rumah tangga.
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Kemudian dalam KHI pasal 116 menambahkan:

a. Suami melanggar taklik talak.

b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan imgmgaketidakrukunan
dalam rumah tangga. Maksudnya salah satu pihak tetuar dari agama
Islam yang menyebabkan pihak lain tidak terima regg@ mengganggu
ketentraman dalam kehidupan rumah tangganya.

Apabila disandarkan pada ketentuan alasan peroedagtas, maka sangat
jelas bahwasanya keadaan yang dialami oleh Bappk &alah salah satu hal
yang dapat merusak perkawinan selain murtadnya sala pasangan dari suami-
istri. Maksud dari penyebab rusaknya perkawinarerkardengan keadaan yang
dialami oleh Bapak Sojo, perkawinan antara beliaogdn Ibu Ngatinah sudah
tidak memenuhi unsur perkawinan, baik dalam kontfigan maupun syarat
perkawinan menurut Islam. Esensi dan tujuan penaikanenurut Imam Ghazali
dalam kitabnyahya ‘ulum ad-indapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Memperoleh keturunan yang sah

b. Mencengah zina

c. Menyenangkan dan menentramkan jiwa

d. Mengatur rumah tangga

e. Menumbuhkan usaha untuk mencari rizki yang halal miemperbesar rasa
tanggung jawab?

Menurut penulis, pada kasus yang dialami oleh mesaBapak Sojo dan

Ibu Ngatinah, sebenarnya pengakhiran perkawinamatdaldakukan dengan

2 1mam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazéilya ‘Ulum Ad-Din Jilid 2,
Beirut-Libanon : Dar Al-Fikr, 1989, Cet ke 2, hiri7-20
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beberapa cara. Berikut ini akan penulis papark&erfagpa solusi yang seharusnya
dapat ditempuh untuk menghindari praktek maupunmasupoliandri pada
perkawinan antara Ibu Ngatinah dengan Bapak Jamin:
a. Memutuskan sepihak perkawinan antara Bapak SojdldaNgatinah
b. Cerai dengan perjanjian

Para ulama telah berusaha melaksanakan solusipgatagna namun tetap
saja tidak berhasil. Pada solusi memutuskan sepeakawinan antara Bapak
Sojo dan Ibu Ngatinah dilakukan tanpa sepengetalBepak Sojo. Hal ini
dilakukan manakala Bapak Sojo tetap teguh padaifemaya terkait dengan
keinginannya untuk tidak bercerai. Dasar solusi adalah adanya kecacatan
dalam perkawinan Bapak Sojo dan Ibu Ngatinah nasaiah satunya tidak
menginginkan perceraian. Dengan adanya kecacatsebté, sebagaimana telah
dijelaskan di atas, perkawinan telah tidak dapaala sesuai dengan hakekat
dan tujuannya. Di samping itu, kecacatan tersaigd perpeluang menimbulkan
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. dediki sangat terlihat dari
keinginan Ibu Ngatinah untuk bercerai yang diutarekepada Bapak Sojo karena
adanya kecacatan (impotensi) pada Bapak Sojo. Rexam tersebut secara tidak
langsung mengindikasikan bahwa Ibu Ngatinah masémifiki kemauan dan
kemampuan melakukan hubungan biologis suami-istri.

Apabila tidak ada perceraian, lIbu Ngatinah tidakraklapat memenuhi
kebutuhan biologis suami-istri secara sah dengangofain. Di sisi lain Bapak
Sojo tidak mau menceraikan atau bercerai denganNgatinah. Meski telah

diberikan pemahaman, Bapak Sojo tetap saja bewsitelgngan keinginannya
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dengan memberikan izin kepada Ibu Ngatinah untukikaé lagi tanpa harus
bercerai dengan beliau. Hal ini jelas akan menikdouimadlarat, khususnya bagi
Ibu Ngatinah. Oleh sebab itu, menurut penulis adiknya ditempuh proses
perceraian.

Selain faktor penyebab di atas, pelaksanaan pénesecara sepihak
yang dilakukan oleh pengadilan dapat disandarkaa p&ara perceraiarerstek
karena tidak adanya kejelasan kabar dari pihak ss@ama masa tertentu.
Dalam kasus ini, pengadilan memproses cerai guagag giajukan oleh pihak istri
tanpa adanya kehadiran maupun persetujuan apkfagitalak oleh pihak suami.
Pada kasus Bapak Sojo dan Ibu Ngatinah, prosedaipat dilakukan karena
Bapak Sojo tidak mau menceraikan Ibu Ngatinah. Haadsikap Bapak Sojo ini
seakan-akan telah “menghilangkan” fungsi dan kekiadoya sebagai suami.
Maksudnya adalah apabila beliau masih ingin diapggebagai suami, sudah
selayaknya memposisikan dirinya sebagai suami dd&lanmteks perilaku dunia
dan agama. Artinya, Bapak Sojo idealnya harus mabmggsikap suami yang
berdasarkan syari’at Islam, yakni memahami keadhamya dan kekhawatiran
yang akan menimpa istrinya manakala tidak ada peere Oleh karena Bapak
Sojo tidak mengambil sikap layaknya suami berdasarigama, maka peran
Bapak Sojo dapat dihilangkan sebagaimana hilangegaang suami. Memang
hal ini terlihat terlalu ekstrem, namun hal itu maarnt penulis tidak mengapa
dilakukan manakala dibandingkan dengan resiko yaagat ditimbulkan

manakala tidak ada perceraian.
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Menurut penulis, usaha yang telah dilaksanakan pkaa ulama Desa
Sitiluhur untuk melakukan perceraian sepihak damditerima dengan
pertimbangan sebagai berikut:

a. Adanya keadaan yang menyebabkan rusaknya perkawyaag dapat
berpeluang menimbulkan madlarat bagi salah satngas.
b. Adanya keinginan untuk tidak bercerai dari salah pasangan.

Sedangkan solusi cerai dengan perjanjian lebih pus@ankan pada
asumsi untuk menumbuhkan keyakinan kepada Bapako Sbahwa
kekhawatirannya tidak akan terjadi. Langkah inakiilkan karena pada dasarnya
Bapak Sojo khawatir apabila terjadi perceraian mattak ada yang merawat
hidupnya. Dengan adanya perjanjian tersebut dikaramkan menumbuhkan
keyakinan dan kemauan Bapak Sojo untuk berceragaemstrinya sehingga
istrinya dapat menikah lagi secara sah.

Apabila diperhatikan kedua solusi yang ditawarksh @enulis memang
sesuatu yang tidak biasa dalam mengatasi permasal@mtang perceraian.
Namun jika dikaji secara lebih mendalam, solussdbut dapat dilakukan dan
diterapkan karena tidak bertentangan dengan edarigierceraian. Terlebih lagi,
solusi tersebut akan dapat menghilangkan madlanag yakan terjadi manakala
tidak terjadi perceraian. Dalam konteks hukum Islasolusi yang penulis
tawarkan akan dapat menghilangkan madlarat. H&esesuaian dengan kaidah
hukum Islam yang berbunyi madlarat harus dihilangkddlararu yuzal)

Namun, oleh karena belum adanya ikrar cerai dalarkawinan antara

Ibu Ngatinah dan Bapak Sojo, maka perkawinan antaraNgatinah dan Bapak
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Sojo masih sah dan dampaknya adalah tidak sahngkavpean antara Ibu
Ngatinah dengan Bapak Jamin. Selain berdasar petgatkan syarat mempelai
dalam perkawinan, tidak sahnya perkawinan antampaBalamin dengan lbu
Ngatinah juga berdasarkan pada ketentuan Allahnmda&aS. an-Nisa ayat 24

sebagai berikut:
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OII>LD> =s #*o 0Tk & ®, &
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<OII. & DOV FHeEsr0BD 40+«
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Artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) warnjang bersuami,
kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telatemetapkan
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. daml@&ian
bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencaririsgteri
dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzikkka
isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri)adiitara mereka,
berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempaatqgai
suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamhadap
sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, desuda
menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha nteimgie
lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahuidahnaktek poliandri di
Desa Sitiluhur antara Ibu Ngatinah dengan BapaknJamerupakan perkawinan
yang haram. Keharaman ini karena adanya mafsatiahgeerkawinan kedua lbu

Ngatinah. Mafsadat tersebut adalah adanya hubymgikawinan yang masih sah
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dengan suami pertama yang merupakan larangan kagtawuntuk melakukan
perkawinan lagi sebelum adanya perceraian. Dalamteke hukum Islam,
keharaman perkawinan poliandri di Desa Sitiluhigugseé dengan kaidah hukum
yang berbunyi:

Bl 235 o153 Aodeang S o)l 130 FLall (e e b AWl o)

U

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mé&naraslahah,
dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dalahahs maka
yang didahulukan adalah menolak mafsadaHhiya”

13 Mukhlis Usman, Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islamlakarta: Raja Grafindo
Persada, him. 137.



